_.....»

o mans

’7"

(CRIMINAL IN CONS?RUCTION SERVICES}

SR Rudy Satnyo Mukantardjo
(Naskah d1tenma 23/8/2010 d1setu3u1 4/10/2010)

Abstrak.:-..

- ~membahayakan: keamanan- orang atau barang”. -8elain itu terdapat
pula dalam Pasal 43 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa ‘Konstruksi. Tetapi. permasalahan hukum jasa konstruksipun
‘sebagai persoalan kepérdataan {perjanjian) juga diatur dalam Pasal 22
(Kontrak Jasa Konstruksi) 'dengan ‘segala” permasalahan dan
penyelesaiannya. Namun suatu hal yang pasti memidana persoalan

Asasi Manusia {Pasal 19 ayat 2 Unc‘aang—Undang Nomor 39 Tahun 1999
:tentang Hak Asa51 Manus1a] :

Kata kunci: Jasa konstruksa hak asasn manu51a

: ) e/ Abstract . -

There are crzmmal provlsrons regardzng the constructlon services under’Artlcle
7of Law Corruption. But the limited appltcatzon of the law enforcement
when there is “skullduggery that could endanger the safety of persons or
goods.” There were also in Article 43 of Law Number 18 Year 1999 About
Construction Services. But the legal issues as a matter of civil Construction
services {agreement] is aiso stipulated in Article 22 {Construction Contracts)
with all the problems and solutions. But one thing is certain condemnation
doubtful debt problems in construction services is a violation of Hurman
Rights {Artlcle I g paragraph 2 of Law Number 39 Year 1999 on Human
Rzghts} '

Keywords constructzon services, human rights.
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Materi ini pernah saya sampaikan pada acara Seminar Nasional Status Hukum
Kontrak Kerja Konstruksi yvang diselenggarakan Program Pascasagana lmu Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Kamis, 25 Maret 2010 dan Seminar
Nasional Kriminalisasi Sengketa Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pusat

TINDAK PIDANA DALAM LAPANGAN JASA KONSTRUKSI

"Terdapat ketentuan pzdana meng ena1 3asa konstruk31 dalam Pasa_l ‘7 o
o .;’Undang -Undang deak Pidana Korupm Namun aphkasa. penegakkan;:
" “hukumnya sebatas. blla terdapat “perbuatan curang yang dapat -

hutang piutang dalarn Jjasa konstruks1 adalah ‘pelanggaran atas Hak '

s B L ORL-D SO -RPeradilion - Pidana JINTAL. Bemereng- 26 -Juni. 20.10
: * staf pengajar hukum pidana FHUL
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A.  Pendahuluan L _ _
Sumber hukum pidana yang terkait dengan pekerjaan

jasa kontraktor, sepengetahuan penulis terdapat 3 (tiga)

perundang-undangan yang terkait dengan hukum pidana

dalam hubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak

terkait dengan kepentingan militer, adapun undang-undang

dan isi pasalnya adalah sebagai berikut: '

:31'.'-'3-'-'-'-;-E-KUHP” S
_ Pasal 387

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual
bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat
bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan
bangunan, melakukan sesuatu perbuatan curang yang
dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau
keselamatan negara dalam keadaan perang.

{2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang
bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan

ba:réng—barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang
curang itu.

Pasal 388

(1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan
Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan
keselamatan negara dalam keadaan perang diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang
bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu,
dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.
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Tindak Pidana dalam Lapangan Jasa Konstruksi.

.w-Undang-Undang Nomor 31 ‘Tahun 1999 *J:entancr
i Pemburantasan deak deaﬂa Korup31 : :

Pasal 7

. Setlap orang yang meiakukan tlndak p1dana sebagaimana
' _chmaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kiteb Undang-.

= "':._:undang Hukum Pidana, dxpldaﬂa dengan pidana penjara. -

singke -'__-__(dua) tahun dan palang lama 7 {tujuh).

_;-._-_tahun dan atau denda pa_hng sed1k1t RplOO 000.000,00. -

(seratus juta- ruplah) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus hma puiuh juta rupiah}.

o 'Undang~Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

':j""Perubahan Atas Undancr-Undang Nomor 31 Tahun 1999
: tentax_;g__?cm:berantasan ff‘;ndak Pidana Korupsi

“Pasal 7

'{1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 7 {tujuh) tabhun dan
atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00

. (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
+350.000.000,00 {tiga ratus lima puluh juta rupiah}:

‘a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu

“membuat bangunan, atau penjual bahan

- bangunan yang pada waktu menyerahkan
bahan bangunan, melakukan perbuatan curang
yvang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan negara dalam
keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi
pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan
curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
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c. ' setiap orang yang pada waktu menyerahkan
barang keperluan Tentara Nasional Indonesia
dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
meiakukan' perbuatan curang yang dapat.
. membahayakan keselamatan negara dalam ; _
R keadaan perang; atau o R L
‘d.  setiap orang .yang bertugas mengawasz_ ' '
o :‘;'-penyerahan barang keperluan Tentara Nasional k. CREE

" Indonesia dan atau Kepohstan Negara Republik e

" “Indonesia dengan sengaja membmrkaﬁ SR
perbuatan curang sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.

{2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan
ban_gunén atau orang yang menerima penyerahan
barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
membiarkan perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c,

-~ dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
-dimaksud dalam ayat (1).

Dengan adanya Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, maka tidak berlaku lagi Pasal 387 dan
Pasal 388 KUHP. Dengan alasan apa yang dirumuskan
di dalam Pasal 7 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi isinya sama dengan Pasal 388 dan Pasal
389 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi
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.-'.I‘indak Piciama dalam Lapangan Jasa'l_\.ons_truk:m By
BAB X SANKSI

Pasal 41

Penyeieng ara pekerjaan konstruk31 dapat d1kena1 sani«:m
_ __ac{mmlstratlf dan/atau pldana atas pelanggaran Undang—_'_
-_'undang ini. L e : '

Pasal 42

__f’-ESank : admmastra’af sebageuniana dlmaksud dalam Pasall'.-'.'
41 yang dapat dikenakan kepada penyedza 3asa bempa

lal .permgatan tertuhs

o penchentlan sementara peker;aan konstrukm
' '.'.'_pembatasan keg1atan usaha dan / atau profes1
; _pembekuan izin: usaha dan/atau profesi;
’ pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

'Sank_si'admix}istratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :

peringatan tertulis
ipenrrhentzan sementara pekerjaan konstruksi;
' pembatasan keglatan usaha dan/atau profesi;

larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan
konstruksi;

e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstrulcsi.

Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan
konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan
dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau

kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 {(lima)
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tahun penjara atau-dikenakan denda paling banyak 10%
{sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan

'-konstruk31 yang bertentangan atau tidak sesuai dengan'
- ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan

mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau
kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5.

D (llma) tahun penjara atau dlkenakan denda pahng banyak_
'_'5% (hma per seratus) darl mlal kontra.k '

Baremg siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi
kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan
pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap
ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbuinya
kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan

-bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun

penjara atau dikenakan denda paling banyak 10%
{sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya,
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik
lain;

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada
pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara
keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang
sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau
pengguna jasa.
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B Aspek P@rdata, dalam perseaian Jasa xionstmksz

e Persoalan ”hukum yang terkaxt dencran jasa Lonstruksn
.chatur pula: dala:n aspek hukum. perdata yaitu:dalam Bagian
-Ketzga Kontrak Kerja Konstruksi dalam Pasal 22 Undang-
--':Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstrukm :
'.Adapun isi. pasalnya adala_h sebagal berlkut -

. Pasal 22 S
Bag1an Ketaga Kontrak Ker_;a Konstruk31
i ' Pasal 227 '

(1) "Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum
.- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus
dituangkan dalam kontrak’ kerja konstruk&

(:2)_'-_.__Kontrak ker_;a konstruks1 sekurang kurangnya harus
o '_mencakup uralan mengenau ]

a. . ! para p}.hak,_yang memuat secara jelas identitas para
.. pihak; _ _
.=b. . TUmMuUsan. pekerjaan yang memuat uraian yang jelas
' . dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan
batasan waktu pelaksanaan; .
€. .masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, vang
memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/
atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab
penyedia jasa;

d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang
jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk
melaksanakan pekerjaan konstruksi;

e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa
untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta
kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang
diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk
memperoleh informasi dan imbalan jasa serta
kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
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£ 'cara""p'émbaYaran 'yang memuat ketentuan tentang

S _..--_kewa;zban pengguna jasa dalam- melakukan

i pembayaran hasil peker_]aan konstruksi;: S

g cidera janiji, ‘yang memuat ketentuan tentang =
: 'tancrgung Jawab dalam hal salah satu pihak tldak -
melaksanakan kewajiban sebagalmana d1pexjan31kan _

U < _penyelesalan perselisihan, yang memuat ketentuan
tentang tata ccara penyelesalan persehsman aklbat :

o '--.ketlciaksepakatan = By _
1. pemutusan kontrak ker_]a konstruksa yang memuat
ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi

ya_ng _tim_b__ul_ akibat tidak dapat dipenuhinya

kewajiban salah satu pihak; '
J.  keadaan memaksa (force mgjeure), yang memuat
' ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar”
kemauan dan kemainpuan para pihak, yang
- menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan

tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna
" jasa atas kegagalan bangunan;

1. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan
tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan
sosial;

m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para
pithak dalam pemenuhan ketentuan tentang
lingkungan.

C. Kajian Hukum Pidana dalam persoalan Jasa Konstruksi

Karena yang dapat dikaji hanya 2 {dua} produk undang-
undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka pasal-

pasal yang terkait dengan jasa Konstruksi yang terdapat di
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v ’i‘inda_k_ Pidana dalam Lapfa'n [ Ja’sa -Konstruk"si_

: daiam dua produk undang undang 1iulaE1 yang akan- dzlakukaﬂ

.uiasan a‘tau pembahasannya Ulasan atau. gembahasanmya_
.gciengan cara memperbaﬂdmgka.n darl pada a&hlrnj/a alqa_n dapat _

:.;d_lketahu}_' ERER R S R U :
cPertama, kapan suatu kasus yang Lerka1t dengan _]asa'

_ "konstrukm akan mempergunakan Pasal 7 Undang Undang_

. _"Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang--

.'_.:_":Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana'_
""Kor__p31 dan’ kapan ‘akan’ mempergunakan Pasal 43 Undang—:"

" Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentano' Jasa Konstruksf?

: i&eciua kapan persoalan ;asa konstruk& akan dxpidanakan
denoan mempergunakan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 tenta_ng Perubahan Atas Undang- undanc Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup51
dikaitkan dengan Pasal 43 Undang—Undang Nomor 18 Tahun
'1999 tentang Jasa Konstmksz? '

Tabel A _
Perbandmgan o
Mate_rl_ muatan o

‘Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun | Pasal 43 Undang-Undang Nomoer 18 Tahun 1999
200% tentang Perubahan Atas Undang- Teratang Jasa Koxzstruksz i
Undang Nomor 31 ‘Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidena Korupsi

a. pemborong, ahli ‘bangunan yang pada | 1. vang melakukan perencanaan pekerjaan

waktu membuat bangunan, atau penjual
bahan bangunan yang pada wakiu
- menyerahkan ‘bahan - . bangunan,
melakukan perbuatan curang yang
dapat membahavakan keamanan orang
atay barang, atau kcselamatan negara
daiam keadaan perang; :

konstruksi vang tidak memenuhi ketentuan
keteknikan dan mengakibatkan kegagalan’
pekerjaan _ konstruksi __atau  kepagalan
bangunan _
yang - melakukan pelaksanaan pekerjaan
kenstruksi yang bertentangan atau . tidak

sesuai dengan ketentuan keteknikan vang'|-

iglah  ditetapkan  dan _ mengakibatkan
kegamalan _ pekerjasn konstruksi atay

kegagalan bangzunan

b. 'setiap orang yang bertugas mengawasi
pembangunan atau penyerahan bahan
bangunan, sengaya membiarkan
perbuatan curang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;

yang melakukan pengawasan peiaksanaan
pekerjaan  konstruksi  depgan | sengaia
memberi kesempatan kepada orang lain vang

melaksanakan pekerjaan konstnuksi
melakukan penyimpangan terhadap

ketentuan  keteknikan dan  menvebabkan
dmbulnva kegagalan pekerjaan konstruksi

atau kepagalan bangunan
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Tabel. 2
Subyek / Pelaku

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahur | Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
2001 tentang Perubahan Atas Undang- | tentang Jasa Konstruks1 e :
Undang Nomor 31 Tahun 1999 teniang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pemborong, ahli bangunan atau pen_]uai yang meiakukan:

_bahan bangunan i 't 1."iperencanaan peierjaan konstriuksi;
2. pelaksanaan pekezjaan konstrukm
-seuap orang -yang ~bertugas mengawasi ! yang melakukan: - .
pembangunan -arau penyerahan “hahan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstrui{si R
'bangunan . it o ' v

Setelah”' m'empérban'dingkan dari sisi materi rﬁuatah
pasalnya (Tabel 1), maka dapat d1ketahu1 unsur-unsur atau
elemen-elemen yang membangun Pasal 7 dan Pasal 43
Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksq

* Bahwa apabila memperbandmgkan dari sisi siapa subyek
atau pelaku hukumnya dalam pekerjaan jasa konstruksi {Tabel
2), maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
ditenukan atau dipergunakan istilah pemborong {aannemer,
ahli bangunan {bouwheer) atau penjual bahan bangunan.

‘Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipergunakan istilah
pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan perencanaan
pekerjaan konstruksi, maka menurut pendapat saya
ditemukan persamaannya. Karena pemborong akan sama
dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sedangkan ahli
béhgunan adalah perencanaan pekerjaan konstruksi.

Sedangkan untuk istilah pengawasan, maka ditemukan
kesamaan penggunaan istilah yaitu setiap orang yang bertugas
mengawasi pembangunan dengan yang melakukan
pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Karena
menurut pendapat saya, mengawasi pembangunan adalah
sama dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Sedangkan pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah

keselurmham-atau-sebagian rangkaian Reglatan  pere i canaany
dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup
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LR -.”I‘in"ciak Pidana da]ém Lapailgan-Jas'a'Konstrukéi e

':.pel«:er_}aan arsztektural s1p11 mekamkal elektnkal dan tata_
'-llngkungan masmg—masmg beserta kelengkapannya untuk'._'-
mewu_}udkan suatu bangunan atau bentuk fisik 1&111 (Lihat-
 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 18 Tahzin 1999 tentang Jasa:
'-'-Konstrukm) . Ret e L
x Sehmgga _-d‘ar l’iallSlS terhadap Tabel 2 menurut'
' peﬂdapat_saya terdapat szmﬂarﬂas subyek kecuah '-"dalam';-'.

- Pasal 7 Undang Undang No*’nor 20 Tahun 2001 tentang

“Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999
""‘tentand Pemberantasan Tindalk. Pldana Korupsz terdap_
. subyeh hukum pf:qgual bahan banmnan yang tidal ada deuam ;

' -Undang—Undancr 18 ’I‘ahun 1999 tentang Jasa Konstruksz N

Tabel 3
-Kapan terjadinya peristiwa hukum
" {Tempus delicti) - .

-Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20-Tahun | Pasal 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999
2001 ‘tentang Perubahan Atas. Undang tentang Jasa Kenstruicm AR s
-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang S b ! :

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sy A\ e i
yang pada waktu membuat bangunan | seteiah - dlserahtenmakan oleh penyedla Jasa'

kepada pengouna jasa.
yang bertx.zgas mengawam pembangunan | yang -~ sewaktu/sedang - melaicsanakan

= Qekerjaan konstruksi

_____ Dam 1st11ah yang pada Waktu membuat bangunan
dengan seteiah diserahtenmakan oleh penyedia jasa kepada
pengguna jasa. Menurut ‘pendapat saya ditemukan
similaritasnya yaitu waktu atau saat * ‘selesainya” apa yang
menjadi kewajiban dari pihak perencana dan atau pelaksana
konstruksi. “Selesainya” tersebut adalah saat terjadinya serah
terima dengan pihak pengguna jasa konstruksi. Dltemukan
beberapa keadaan:

{1}, Yang dimaksud dengan yang pada waktu membuat

. bangunan, tidak'dimaksud_kan dengan waktu-waktu yang
tertentu selama dalam proses membuat bangunan

sebelum bangunan diserahkan kepada pengguna jasa
e . oy A3 . 1 g

1= drmann i A T, T | am,
EASLNE S i L I O e ‘MLA?LUK;QCCL{.CJJ, FER S EELE WG S K Y Lok N LRV s L2 \Lbllgﬁ&#
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. setelah proses pembangunan selesai dan kemudian
. diserahkan kepada pihak pengguna jasa kenstrulsi; ©*
{2) " ‘Walaupun bangunan-belum selesal secara keseluruhan,
.. namun ‘bagian yang dikerjakan sudah selesai; atau _
{3} Selesai dalam pengertian “berhenti” atau “diberhentikan’;
vkarena munculnya permasalahan hukum atau _
_pendanaan. : - : - R I
s Sedanakan untuk “yang bertugas mengawas;'
: -pembangunan yang = Sewaktu/sedang ~.melaksanakan
“pekerjaan:-konstruksi; adalah sama. “Karena makna
pembangunan-yang berarti adalah proses membangun yang
sedang berjalan adalah sama dengan sewaktu/sedang
melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Tabel. 4
Tindakan/Perbuatan

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun | Pasa! 43 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999
2001 tentang Perubahan Atas Undang- | tentang Jasa Konstruksi oL
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
melakukan perbuatan curang yang dapat | 1. yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan
membahavakan keamanan  orang  atau dan mengakibatkan kepagalan = pekerjaan
barang, : ’ konstruksi atag kegagalan bangunan
e : 2. yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
ketentuan keteknikan vang telah ditetapkan
dan mengakibatkan kepapalan pekeriaan

: konstruksi atau kegapalan bangunan
sengaja  membiarkan perbuatan curang | dengan sengaja memberi kesempatan kepada

- sehagaimana dimaksud dalam hurul a crang lain vang melaksanakan pekerjaan
konstruksi melakukan penyvimpangan terhadap
ketentuan  ketelmikan dan  menvebabkan
timbulnva kegagalan pekerjaan konstruksi atau

kegagalan bangunan

Unsur “melakukan perbuatan curang yang dapat
membahayakan keamanan orang atau barang”.

Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP, masuk di dalam Babh XXV
Tentang Perbuatan Curang (bedrog).

Kalau tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP adalah
berjenis delik materiil {rumusan delik yang sempurna atau
selesainya tindak pidana apabila telah muncul akibat dari
tindak pidana tersebut), karena adanya unsur.
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5 -.'I“mdak Piclana dalam LapanganJasa Koz'istruksi o

1) Unsur Membujuk/ menggerakkan orang dengan memakal
'”-.nama palsu atau memaken keadaan palsu, dengan_
:___Ememakal rangkalan katawkata bohong atau memakal "ﬁpu

| ...-_..'_mushhat ' :

2) . Unsur supaya orang 1a1n menyerahkan suatu barang atau
4 -i.'membuat hutang atau menghapuskam pmtang '

-_"-T1ndakan penyerahan sesuatu benda/ barang harusiah'-
mérupakan akibat. Iangsung ciam _upaya oraug }am (pei :
: yang telah. menggerakkan dirmya, j&dl antara daya upaya :
g yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus
o :  ada. hubungan kausal :

_____ o 'ﬁ'Maka Pasal 387 KUHP dan pasal 388 KUHP adalah tmdak
pxdana berjenis delik formil (rumusan delik yang sempurna
atau selesainya tindak pidana apabila perbuatan telah
dllakukan dan tidak perlu menunggu muncul akibat dari
tindak pidana tersebut). Karena adanya kata “dapat”.di dalam
unsur dapat membahayakan keamanan orang atau baremg
'Sebagal pembanding lihat rumusan dalam Pasal 263, Pasal
264 atau Pasal 266 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dengan
adanya penggunaan “dapat” menjadlkan _;ems deliknya sebagal
delik formil.

Apa yang dimaksud dengan perbuatan curang. Perbuatan
curang diartikan sebagai segala tindakan yang bersifat menipu,
seperti merubah perbandingan antara pasir dengan semen,
mengganti bahan lain yang tidak sesuai dengan bestek, tidak
sesuai dengan ukuran, mengurangi banyaknya bahan yang
harus dipakai, mengurangi tebal lapisan yang telah
ditentukan. Dengan kata lain lebih bersifat kuantitatif dan
atau kualitatif dari materi yang dipergunakan sebagaimana
yang telah diperjanjikan. Untuk persoalan ini penentuannya
diserahkan kepada ahlinya, yaitu orang yang mempunyai

i W e e e st e S
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- Sedangkan unsur “yang dapat membahayakan keamanan
orang atau barang”, ini berarti bahwa bahaya bagi keselamatan
manusia atau barang itu tidak harus riil telah terjadi, misalnya
dengan jatuhnya korban — manusia ataupun barang — karena
tertimpa tiang atau papan reklame, bangunan roboh atau
diridingnya ménimpa orang yang berada di dalamnya. Cukup

apabila dari anahs1s bahan atau materi dan atau-konstruksi
' ada suatu poten31 ke arah ada_nya banaya atau keterancaman_'
"terhadap keselamatan manu31a atau barang =
""" Unsur ¢ yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan
mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksz atau
kegagalan bangunan” dan “yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan
dan' mengakibatkan kegagaian pekerjaa,n konstruksi atau
kegagalan bangunan”.
Kalau membaca rumusannya, mengandung 2 (dua) syarat
yang kumulatif sifatnya, yaitu:

‘tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan
mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau
kegagalan bangunan, tidak sesuai dengan ketentuan
‘keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan
kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan
bangunan.

Dalam kajian hukum pidana, maka dengan rumusan yang
demikian, tindak pidana ini berjenis delik materiil. Delik
materiil adalah suatu delik yang selesainya atau sempurnanya
delik kalau sudah muncul akibatnya. Pada persoalan ini
diperlukan ajaran kausalitas, maka:

Sebagai sebabnya (kausanya) adalah, tidak memenuhi
ketentuan keteknikan dan tidak sesuai dengan
ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan, sedangkan
akibatnya, adalah telah timbul atau munculnya kegagalan
pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.
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V- Tindak Pz:dana dalam Lapangan Jasa Konsﬁuksi '; :

Apa yang dlmaksud dengan “tzdak memenuhi keten’man'
ketekmkan dan tldak sesuau dencfan ketentuan ketekmkan

N -yanc telah dltetapkan ahh di b1dang konstruks;lah yangu.

' mengetahuz dapat. menjeiashan dan: menentukannya SRR
_ Apa makna dar1 kecagalan b:a,ngur.ta_mp (tetapz tidak ada
"batasan pengertian mengeneu kegagalan peker_}aa_n konstruksa
__:apakah kemud1an dzpersamakan) e e VD L e
o Menurut Pasal 1-butir 6 Kegagalan bangunan ada.lah"-
- laan ba nan'____yang_setelah dzserahtenmakan oliehli
'penyédla Jasa -kepada" pengguna Jasa menjadz tzdak berfungsa
balk secara keseiuruhan maupun sebagxan dan/atau tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstrukm atau pemanfaata,nnya yang menﬂmpa_ng sebagal
aklbat kesalahan penyedla jasa dan/atau pengguna jasa.”

Sedangkan apa dan bagaumana menjadi tidak berfung51_
baxk ‘secara keseiuruhan maupun sebagian dan/ atau t1dak'
sesuai denga_n ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksz atau pemanfaatannya yang menyimpang sebaga1
akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa,
kembali keranahnya ahh d1 bldang konstruksz yang dapat
menentukannya. -

Salah satu penyebab adanya kegagalan bangunan adalah
karena adanya tindakan “perbuatan curang Dengan demikian
kegagalan bangunan sebagai akibat, tidak dapat dlsebabkan
oleh semata-mata adanya “perbuatan curang” namun juga oleh
tindakan-tindakan yang lain (misal salah perhitungan secara
tehnis pembangunany. '

Menurut pendapat saya dari tindakan atau melakukan
perbuatan curang” pun dapat menimbulkan:

(1) kegagalan bangunan sehingga menjadi tidak berfungsi
baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau
tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
kontrak kerja konstruksi.

(2) kegagalan bangunan sehingga menjadi tidak berfungsi
haik.secara.keselurnban. maupun..sehagian . dan/atan
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o tidak sesual dengan ketentuan yang tercantum dalam
“lcontrak ker_;a konstruksz yang dapat atau mempunyai -
potensi kearah' “timbulnya - atau - munculnya'

membahayakan atau mengancam terhadap keamanan -
I orang atau barang T 5

(3) dari tmdakan atau melakukan perbuatan curang pun:"
. .'_kemudlan tidak dapat mempunyau poten51 kearah o
' """:.-'j'-:'tlmbu_lnya atau ‘munculnya membahayakan atau:_'
'mengaﬁcam terhadap keamanan orang atau bara_ng '

-Unsur . melal\.uka'q pelbuatan culang yang dapat'
membahayakan keamanan orang atau barang” daiam Pasal
387 dan Pasal 388 KUHP. Dari telah melakukan perbuatan
curang maka Lemudmn dapat atau mempunyai poten51 kearah
t}.mbulnya atau munculnya dapat membahayakan atau
mengancam terhadap keamanan orang atau barang”. Namun
menumt pendapat saya kegagalan pekerjaan konstruksi atau
keaagalan bangunan belum tentu dapat membahayakan atau
mengancam terhadap. keamanan orang atau barang”, sebab.'
dapat terjadi menjadi tidak berfungsi bailk secara keseluruhan
maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam kontrak kerja konstrulksi.

Sehingga penggunaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
hanya sebatas pada telah ada tindakan “melakukan perbuatan
curang” dan tindakan itu “dapat membahayakan atau
mengancam terhadap keamanan orang atau barang”. W

Sedangkan penggunaan Pasal 43 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, adalah sesuai dengan
Pasal 1 butir 6, apabila telah terjadi:

(1) tidak memenuhi ketentuan keteknikan; dan tidak sesuai
dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan.

{(2) mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau
kegagalan bangunan. Dan mengakibaikan kegagalan

pEkerfaan ReHsTriiksi aray Kegagalan Dangunan
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S :_'korupm

'__l.é_zorang atau baran 'y 1 _
'-..'_persoaian korup" yalag unsur atau keselamatan negara_
“ dalam keadaan perang yan '-'fleb1h Jauh 1ag1 darz persoalan "

B erhat1kan beberapa pasal__ iy dalam buku 1 KUHP yang
. _mempunyal unsur barang Pasal 170 Pasa}. 187 dan Pasal 406
- KUHP. Menjadl pertanyaan mengapa tidak masuk d1 dalam :

o .ketentuan tmdak p1dana korupsf? 2, .\

o, _ Pasal 170 _
{_1)_' . '_'_'Barang s1apa dengan terangmterangan dan dengan tenaga_.
"':'3:""'::'_:bersama menggunakan kekerasan terhaciap orang atan
”"""ba,rang, diancam dengan p1dana penjara pahng Iama hma
' tahun enam bulan. : :
(2) .Yang bersalah diancam: y
RN dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika
ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika
kekerasan vang dlgunakan mengakibatkan luka-
 luka
) _ 'dengan pidana penjara pahng lama sembilan tahun,
jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan p1dana penjara paling lama dua belas tahun,
- jika kekerasan mengakzbatkan maut.

(3] Pasal 89 Hdak diterapkan:

499




Sunnial LECISLASI INDONESIA Vol. 7 No. 3 - Oktober 2010

S e s Pasal 18’? o i
'Barang szapa dengan sengaja memmbulkan kebakaran

ledakan atau ‘banjir, diancam: S e B .
I dengan pidana penjara-paling. 1ama dua belas tahun Js.ka' '
i ._:..karenafperbuatan tersebut d1 atas t1mbu1 bahaya umum o

"{dengan _pzdana penjara pahng Iama hma belas tahun

: :'.jlka ka_rena perbuata.n tersebut d1 atas tlmbul bahaya“}

. bagi-nyawa orang lain; oL Y BN

3. _dengan pldana penjara seumur hld,up atau selama Waktu
"."_:'_:tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena.
.perbuatan tersebut di atas timbul. bahaya bagi nyawa
L orang 18.11’1 da,n mengakibatkan orang mati. .

E. . Kajian Hukum Perdata daiam persoa!an Jasa: Konstrukéi

i -Bahwa di dalam Undang‘Undang Nomor .18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi terdapat pengaturan mengenai aspek
hukum perdata dalam persoalan kerja konstruksi. Dengan
kata lain apabila terjadi persoalan atau perselisihan hukum
hukum di dalam kerja konstruksi, disediakan mekanisme lain
selain pidana untuk penyelesaiannya yaitu dengan jalur
hukum perdata di bawa.h materi Kontrak Kerja Konstruksi.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 22
Bagian Ketiga Konirak Kerja Konstruksi
Pasal 22
{1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {3) harus
dituangkan dalam kontrak kerja konstrulsi.

(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnva harus
mencakup uraian mengenai:
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mélaksanakan peker_]aan konstrukm;” s
" hak a:_a kewajlban yang memuat hak pengguna _]asa

nformas1 dan 1mba1an Jasa serta kewa31bannya
melaksanakan peker_;aan konstruksz e
:'_:._cara pembayaran yang memuat ketentuan tentang
. kewajiban pengguna jasa. dalam melakukan pembayaran
-'-;Z_"-hasﬂ pekerjaan konstruk31 : e

"'kewajzban sebagalmana dlperjan31kan : %5
.'h._-:3_._--_.penyelesa1an persehslhan yang ‘memuat. ketentuan

-.."__tentang tata cara penyelesalan persehs;han aklbat_

o ketidaksepakatan - i
i. ' pemutusan kontrak kerja. konstrukm yang memuat_
ketentuan tentang pemutusan- kontrak kerja konstrulksi

yvang timbul akibat tidak dapat d1penuhmya kewajlban.

salah satu pihak; . .
j.  keadaan memaksa {f_orce_ n;ajeur_e),_ yang me___m_uat
' ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan
dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kemglan

bagi salah satu pihak.
k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang

 Tindak Pdans dalar Lapangan Josa Konsiriksl

::3-untuk‘imémperoieh hasil - p'ekerjaan konstruksi sert'a_
kewaj; banny_a’.*-u_ntuk memenuh1 ketentuan y_ang__
d1pezjanj1kan ‘serta hak penyedla Jasa untuk’ memperoleh X

_ "c1dera _;an_]z yang memuat ketentuan tentang tanggung ;
o ____-:-_3awab dalam hal salah satu: p1hak tldak melaksanakan_

' TKewajiban penyecha Jés'a” d‘a”ﬁ/”atau pengguna jagE Has
kegagalan bangunan;
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1. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselama’tan
dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m. ‘aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak
dalam pemenuhan ketentua_n tentang lingkungan

. "-"-Menj ad1 pertanyaan mendasar adalah b11amana
mempercunakan mekamsme szlstem peradzlan pldana dan
kapan mempergunakan mekamsme sistem peradﬂan perdata.
Dalam hukum pidana terdapat prinsip atau pem1k1ran ultimum
ramedzum dari Moederman (mantan menteri kehakiman
Belanda pada jaman Hindia Belanda) yang menyatakan
‘Pembentuk. undang- undang pidana selalu harus
mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain tidak telah
memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan
tersebut dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan
sekali disamping sanksi-sanksi yang telah ada dalam bagian-
bagian hukum lainnya itu. Apakah sanksi-sanksi lain itu dapat
memberikan perlmdungan vang cukup terhadap kepentingan
masyarakat.

Dalam aplikasi di bidang Jasa Konstruksi nampaknya
sepanjang “peristiwa hukum” yang terjadi tidak terkait atau
tidak ada hubungan dengan ancaman terhadap keselamatan
atau keamanan orang, maka hukum pidana tidak diperlukan.
Karena “peristiwa hukum” tersebut sudah pasti dapat
diselesaikan dengan mempergunakan sistem hukum yang lain
di luar hukum pidana.

DAFTAR PUSTAEKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentane Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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